ABSTRAK

Implementasi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961
Tentang Larangan Kepemilikan Tanah Guntai Yang Diakibatkan Oleh
Pewarisan Di Kabupaten Sukabumi

Indonesia merupakan negara agraris, di mana penduduknya sebagian
besar bermata pencaharian dengan pertanian. Penguasaan tanah yang
melampaui batas oleh segelintir orang tidak diperkenankan. Adanya
larangan kepemilikan tanah yang letaknya di luar wilayah kecamatan tempat
tinggal pemilik tanah diatur dalam Pasal 10 UUPA dan selain itu Pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor. 224 Tahun 1961, Peraturan
Pemerintah Nomor. 41 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 4
Tahun 1977 sebagai peraturan pelaksanaanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan/kepemilikan
tanah pertanian secara Guntai akibat pewarisan di Kabupaten Sukabumi,
untuk mengetahui Kendala yang dihadapi sehingga kepemilikan tanah
secara Guntai akibat pewarisan masih terjadi di Kabupaten Sukabumi, untuk
mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi Kepemilikan Tanah
Guntai dan sistem Hukum terhadap kepemilikan Tanah Guntai di yang
diakibatkan oleh pewarisan di Kabupaten Sukabumi.

Penelitian menggunakan metode deskriptif analitis yang dilakukan
secara sistematis dan konsisten.Penelitian ini juga menggunakan metode
yuridis empiris dimana penelitian hukum ini menggunakan data awalnya
wawancara dan dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan dalam
meneliti pelaksanaan Undang-Undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan kepemilikan tanah
pertanian secara Guntai yang diakibatkan oleh pewarisan belum efektif,
dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu a) faktor hukum,
larangan kepemilikan tanah iniperlu ditinjau kembali, supaya sesuaikan
dengan peraturan dan tidak terjadi tumpang tindih peraturan agar sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. b) faktor penegak
hukumnya kurangnya sosialisasi dari berbagai pihak seperti BPN dan aparat
desa itu sendiri mengakibatkan hukum itu tidak terlaksana. c) faktor
masyarat dan budaya yang kurang kesadaran hukum dan mengganggap
bahwa penjualan tanah dibawah tangan itu memberikan keuntungan
tersendiri d) faktor ekonomi yang menyebabkan pemilikan tanah guntai
terjadi karena harga tanah yang dijual akan lebih mahal jika di jual kepada
pemilik diluar domisili. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan
tanah Guntai baru perlu diadakan koordinasi antara Kantor Pertanahan
dengan instansi yang terkait yaitu Camat, Kepala Desa dan PPAT/Notaris.
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ABSTRACT
Implementation of Article 3 of Government Regulation Number 224 of
1961 concerning Prohibition of Guntai Land Ownership Resulting from
Inheritance in Sukabumi Regency

Indonesia is an agricultural country, where the majority of the
population makes their living from agriculture. Excessive control of land by
a few people is not permitted. The existence of a prohibition on land
ownership located outside the sub-district area where the land owner lives is
regulated in Article 10 of the UUPA and apart from that the Government
issued Government Regulation Number. 224 of 1961, Government
Regulation Number. 41 of 1964 and Government Regulation Number. 4 of
1977 as its implementing regulations.

This research aims to determine the implementation of Guntai
ownership of agricultural land in Parakansalak District, Sukabumi Regency,
to find out the obstacles faced so that Guntai land ownership still occurs in
Parakansalak District, Sukabumi Regency, to find out the efforts made to
overcome Guntai Land Ownership and the legal system regarding
ownership. Guntai land is the result of inheritance from Parakansalak
District, Sukabumi Regency.

The research uses a descriptive analytical method which is carried
out systematically and consistently. This research also uses an empirical
juridical method where this legal research uses initial data from interviews
and continues with primary data or field data in examining the
implementation of the Law.

The results of the research show that the prohibition on agricultural
land ownership by Guntai has not been effective, because there are several
influencing factors, namely a) legal factors, this prohibition on land
ownership needs to be reviewed, so that it conforms to regulations and there
is no overlapping of regulations so that it is in line with developments and
community needs. At the moment. b) the law enforcement factor is the lack
of socialization from various parties such as BPN and village officials
themselves resulting in the law not being implemented. c) social and cultural
factors that lack legal awareness and consider that selling land privately
provides its own benefits. d) economic factors that cause Guntai land
ownership to occur is because the price of land sold will be more expensive
if sold to owners outside their domicile. Furthermore, to prevent new Guntai
land ownership from occurring, coordination needs to be held between the
Land Office and the relevant agencies, namely the District Head, Village
Head and PPAT/Notary.
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